BAB 1V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan
Hukum Hakim terhadap Pelaku Pengguna Deepfake dalam Putusan Nomor
124/Pid.B/2025/PN Gns, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertimbangan hakim terhadap pelaku manipulasi informasi elektronik
dalam studi kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns
a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis
Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dibuat oleh
hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses
persidangan, dan secara hukum telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan sebagai unsur yang wajib dicantumkan dalam
putusan pengadilan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis
digolongkan menjadi dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa
penuntut umum dan alat bukti.
b. Pertimbangan Hakim bersifat Non Yuridis
Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang meliputi
dampak dari perbuatan terdakwa, keadaan atau latar belakang perbuatan
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, faktor-
faktor yang memperberat dan meringankan hukuman serta tujuan

pemidanaan.
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2. Kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Penggunaan Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE untuk kasus kejahatan
deepfake menunjukkan adanya kekaburan dan ketidakjelasan aturan hukum.
Pasal 35 UU ITE sebenarnya dibuat untuk mengatur manipulasi data
elektronik yang sudah ada dengan cara konvensional. Sedangkan kejahatan
deepfake berbeda karena membuat konten palsu yang baru menggunakan
teknologi Al
Penerapan pasal ini oleh hakim merupakan upaya untuk mengatasi
kekaburan hukum dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan
teknologi melalui penggunaan penafsiran ekstensif yang didukung oleh
penafsiran sistematis dan sosiologis, sehingga hukum tetap relevan dalam
menjawab perkembangan teknologi. Dalam hal ini Putusan Nomor
124/P1d.B/2025/PN Gns hakim tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku. Namun penggunaan penafsiran hukum ekstensif ini tidak dapat
digunakan terus menerus ditengah perkembangan teknologi dan masyarakat
yang semakin cepat sehingga dapat menimbulkan masalah terhadap
kepastian hukum yang mengharuskan aturan pidana dibuat secara jelas dan
tegas. Selain itu Pasal 35 UU ITE hanya fokus pada pelaku dan belum cukup
melindungi hak korban. Dengan tidak adanya aturan khusus mengenai
kejahatan kecerdasan teknologi, hal ini Hal ini juga membuka peluang bagi
pelaku  kejahatan  berbasis  teknologi  untuk  terhindar  dari
pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya belum diatur secara

spesifik.
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B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan

skripsi ini:

1.

Diharapkan pemerintah melakukan pembaharuan dan penyusunan regulasi
terkait Al khususnya mengenai deepfake, dengan rumusan aturan yang jelas
dan tegas agar sejalan dengan asas legalitas.

Diharapkan aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman dan
kemampuan teknis terkait AI dan forensik digital guna mendukung
pembuktian dan penegakan hukum yang efektif.

Diharapkan pemerintah membuat aturan atau regulasi yang mewajibkan
setiap konten kreator yang menggunakan Al untuk mencantumkan indetitas
atau label Al pada konten yang menggunakan pengeditan Al dan pemerintah
bekerjasama dengan platform media sosial untuk melakukan take down
pada konten-konten deepfake yang berbahaya.

Diharapkan masyarakat meningkatkan literasi digital, mengikuti sosialisasi
terkait Al serta lebih bijak dalam menyebarkan informasi di media sosial

agar terhindar dari konten manipulasi.
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